PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 207/ TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja . surat Menteri Perhubungan tanggal 18 Djuni 1960 No.
3838/60/203a/KHP ;

Menimbang : a bahwa masa djabatan beberapa anggota dan anggota pengganti dari
Panitya Penjelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat berachir pada
tanggal 10 Djuni 1960 ;

b. bahwa berhubung dengan itu perlu diangkat anggota dan anggota
pengganti baru ;

Mengingat : 1. pasal 12 gjat (1) dan (2) Undang-undang No. 22 tahun 1957
(Lembaran Negaratahun 1957 No. 42) ;
2. Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun
1957 No. 148) ;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

PERTAMA : Memperhatikan dengan hormat dengan utjapan terimakasih atas
djasanja terhadap Panitya Penjelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat :

. M. Suwarto sebagal Anggota
Thc Goan Tjoan " "

B. Natapermadi " "

Kamil Prawirasoma " "

Drs. K.R.T.Danuhusodo " "

Engkun Curdian Hadisomantri " "

Supratomo " "

Prajitno Padmokusumo " 4

Mr. A. Hafil St. Hidajat " "
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P. Siregar

Mudahar

S. Djojosubroto

M. A. Fatah

A. Iskandar Y udyantomerinekso
Ruslan

Djanappe Manik

Husin Remington

Sofyan Noor

: Mengangkat :

Suwarto

B. Natapermadi

Kamil Prawirasoma
Sujadi Gitohardo
Sukirman Karyahardja
Supratomo

Prajitno Padmokusumo
Mr. A. Hafil St. Hidajat
P. Siregar

Mudahar
M. A. Fatah

A. Iskandar Y udyantomerinekso

Ruslan
Djanappe Manik

Ahmad Rachman

Sofyan Noor

» Anggotapengganti
merangkap Ketua
Pengganti

sebagal Anggota Pengganti

" " "

dari Panitya Penjelesaian
Perselisihan Perburuhan Pusat

sebagal Anggota

sebagal Anggota

" ”

sebagal Anggota Pengganti
merangkap K etua Pengganti
sebagal Anggota Pengganti

sebagal Anggota Pengganti
dari Panitya Penjelesaian
Perselisihan Perburuhan
Pusat.
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KETIGA . Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannja dan
mempunjai daja surut sampai padatanggal 10 Djuni 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. SemuaMenteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Ketua Mahkamah Agung,
4. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
5. KetuaBapekan,
6. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
7. Sekretaris Dewan Menteri,
8. Djawatan Perdjalanan Pusat,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
10. Departemen Perburuhan, Direktorat Hubungan dan Pengawasan Perburuhan Pusat.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan
dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Padatangga 15 Agustus 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
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